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KABID AKUNTANSI :

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
bahwa untuk mengatur penggolongan Piutang Retribusi dan
pengukuran Penyusutan Aset Tetap dalam penyajian laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, perlu
melakukan perubahan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor
20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango;
Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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11.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2015 Namar 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
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Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomar 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 )
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 45895);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 81);
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Memperhatikan :

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Rolango;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
: 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah.
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Namar 2
sampai dengan Nomor 14 sebagai berikut :
(1) Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah
Daerah;
(2) Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan

Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan Konversi;



Menetapkan :

(3) Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan
Belanja Pemerintah;

(4) Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan;

(5) Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang;

(6) Buletin Teknis Q7 tentang Akuntansi Dana Bergulir;

(7) Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang;

(8) Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;

(9) Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan
Sosial;

(10) Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;

(11) Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang
Asing;

(12) Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah;

(13) Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas;

(14) Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual;

(15) Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis
Akrual;

(16) Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual,

(17) Buletin Teknis18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis
Akrual.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
(Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014) diubah
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Lampiran BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
Paragraf 88 huruf ¢ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Untuk perhitungan penyusutan, dihitung dengan pendekatan bulan
saat perolehan aset tetap, yaitu : Penyusutan ditentukan
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berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh/digunakan. Sebagai

contoh, misalnya aset tetap diperoleh tanggal 30 Oktober, maka

waktu penyusutan tetap dihitung selama 3 (tiga) bulan.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Pasal II

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI X

5E

SEKDA

ASISTEN II

KEPALA DPPKAD

ASISTEN I : J\/
. <

KABID AKUNTANSI : /(/

v

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29  Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

AK NTOMA, M.Si

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 29  Desember

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR :

NURDIN MOKOGINTA

2015



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

29 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 Desember 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM
Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Piutang adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daérah
yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan
pengungkapannya.

Ruang Lingkup

1.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang
dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan
dengan basis akrual.

Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

1.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debiturnya.

Klasifikasi

Klasifikasi piutang secara rinci sesuai yang tercantum dalam Bagan Akun
Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

1.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul
klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada
entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum

dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian
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fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenubhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui
berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan
dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar
hak daerah yang belum dibayarkan.

4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut
ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran
yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah
definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pemerintah Provinsi Gorontalo diakui
berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dokumen
penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah
yang belum dibayarkan.

%/ 7. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi belum
menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan
menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah  dipenuhi, tetapi belum  dilaksanakan
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi.

8. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer kepada Kabupaten/Kota. Jika kelebihan transfer belum
dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan
hak transfer periode berikutnya.

9. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus
didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang
dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan
surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur
pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat
ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau



c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang akan dilunasi sampai
dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan SKTJM /SK Pembebanan.

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang tidak dilunasi setelah
tanggal jatuh tempo berdasarkan SKTJM/SK Pembebanan.

5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapustagihan {write-off) dan penghapusbukuan (write
down).

7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang.



8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

9. Penggolongan kriteria Kualitas Piutang Pajak daerah dapat dipilah
berdasarkan cara pemungutannya yaitu Pajak yang dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak (self assessment) dan pajak yang ditetapkan Oleh Pemerintah
Daerah (official assessment).

10. Penggolongan kualitas piutang pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
(self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

5) Wajib Pajak likuid; dan/atau

6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

2) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

S) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

¢. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan /atau

5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

2) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

11. Penggolongan kualitas piutang pajak berdasarkan penetapan oleh
Pemerintah Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

4. Wajib Pajak likuid; dan/atau

S5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
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1)
2)

3)
4)

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
dan/atau

Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
Wajib Pajak mengajuikan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1)
2)

3)
4)

Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan S tahun; dan/atau
Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau

Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1)
2)

3)
4)
5)

Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan;
dan/atau

Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1)
2)

Jika umur piutang O sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lanear, dengan kriteria:

1)

2)

Jika umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
dan/atau

Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1)

2)

Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas )
bulan; dan/atau

Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1)
2)

Jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan.

13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
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b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

14. Penggolongan Kualitas Tuntutan Ganti Rugi, dapat dipilih berdasarkan

karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan dilunasi
sampai dengan tanggal jatuh tempo setelah tanggal pembebanan sesuai
SKTJM/SK Pembebanan (2 tahun).

b. Kualitas Kurang Lancar, adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum
dilunasi setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal pembebanan sesuai
SKTJM/SK Pembebanan.

c. Kualitas diragukan, adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum
dilunasi setelah 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dari
tanggal pembebanan sesuai SKTUM/SK Pembebanan.

d. Kualitas Macet, adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi
diatas 5 (lima) tahun dari tanggal pembebanan sesuai SKTJM/SK
Pembebanan.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Ganti Rugi, Pajak,

Retribusi dan Piutang Bukan Pajak/Retribusi ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap akhir tahun.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai

penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak

perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalXK,

namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara
angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat

restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan
bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara
umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai
(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu (penyerahan barang/jasa)
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara penghapustagihan (write-offj dan penghapusbukuan (write down).
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10.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan
dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau
keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.
Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk
bukti akuntansi penghapusbukuan.
Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada
kerugian penghapusbukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan
ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal
yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari

penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, apabila perluy,

sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan.

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi
yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus
buku (write offj. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan
keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi
untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,
prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang
defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal
maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja
yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi
catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme
penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat
keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan
Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati,
sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan
persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah
sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan
yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas
menghadapi tugas masa depan.
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c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok
kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau
tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri
perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan
benchmarking kebijakan /peraturan write off di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
Penghapusbukuan (writedown  maupun write  off) masuk
esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan
administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai
mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain
dengan haircut mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif
intrakomtabel.

F. PENGUNGKAPAN

1.

4.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai
akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu
diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor
dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di
kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan
dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Penerimaan Bukan
Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis
piutang.

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI Y Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

SEKDA : &

ASISTEN I

ASISTEN II

HEPALA DPPKAD

: 77 NURDIN MOKOGINTA

KABID AKUNTANSI : /[y

/
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SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jin. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Suwawa, Desember 2015

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/XII/ /2015 Kepada Yth,
Pj. Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA :DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM D RGANISASI,

FREDY ACHMAD M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033




JI. Prof. Dr. BJ. Habibie Desa Ulantha No. 1 Suwawa - 96184 Telp. (0435) 822 770

LEMBAR DISPOSISI
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Diteruskan kepada Sdr : Dengan hormat harap :
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m mﬁ;&bih lanjut DUnmk menjadi pedoman
DAsisten | DKoordlnasl/ Konfirmasikan DTindak lanjuti dan laporan

DAsisten 11
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Merats PPk A By e — Lo T




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

¥

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JIn. Prof.DR.BJ.Habibie, M.Ing No.1 Fax/Telp. (0435) 8591466 Kecamatan Suwawa 96184

Kepada Yth
Dari

Nomor
Tanggal
Perihal

TELAAHAN STAF

: Bapak Penjabat Bupati Bone Bolango.
: Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango.

: 900/DPPKAD-BB/XI1/i04537 /2015.
: 28 Desember 2015.
: Permohonan Revisi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

I. Dasar

{ II. Pertimbangan

III.Saran

& A,

2
3

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone
Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73
Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati
Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, disebabkan oleh adanya penyesuaian
terhadap penggolongan kualitas piutang retribusi sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya melakukan Revisi atas
Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon Bapak dapat
mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perkenan dan persetujuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembina Utama Muda
Nip. 19600205 198203 1 001



